
66 

 

BAB III 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari pengalaman dimasa lalu Tsunami Aceh tahun 2004, 

yang akibat embargo suku cadang dari Amerika Serikat dan Inggris negara 

kita mengalami kelambanan mengevakuasi korban jiwa ratusan ribu warga 

negara Indonesia karena puluhan pesawat angkut Hercules milik Indonesia 

tidak dapat diterbangkan. Serta upaya penyelamatan ratusan manusia korban 

pertentangan etnis di Kalimantan Barat yang gagal akibat embargo terhadap 

alat perlengkapan pertahanan dan keamanan NKRI buatan luar negeri. Kita  

mendapat pelajaran penting untuk menyadari pentinganya sebuah kemandirian 

kekuatan pertahanan.  

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 menjelaskan yang 

dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraaan  

Industri Pertahanan mampu memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan 

dan Keamanan berdasarkan sebagian besar dan/atau sepenuhnya pada sumber 

daya yang ada di dalam negeri. Tidak berarti semua kebutuhan harus dipenuhi 

sendiri oleh industri nasional, tetapi meliputi kemandirian yang lebih luas: 

juga meliputi kemandirian untuk memilih produk yang akan dibeli, dan 

kemandirian mempergunakan produk yang sudah dibeli tanpa intervensi 

negara penjualnya. 

Mengingat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi politik luar 
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negeri adalah keadaan militer. Dampak jangka panjang dari keadaan militer 

yang mandiri adalah pengaruhnya  pada daya posisi tawar Indonesia saat 

berhadapan dengan kepentingan-kepentingan asing, atau masyarakat 

internasional secara umum. Lebih daripada itu kemandirian militer membuat 

suatu negara berdaulat bebas dalam memelihara kesatuan dan kestabilannya.  

Hal itu semakin menguatkan urgensisitas perwujudan kemandirian 

industri pertahanan nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Industri Pertahanan merupakan terobosan atas masalah 

ketergantungan alpalhankam selama ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di 

dalam undang-undang tersebut merupakan upaya ideal untuk mewujudkan 

kemandirian industri pertahanan yang sejalan dengan politik luar negeri 

Indonesia yakni bebas aktif. Tiga ketentuan pokok yang wajib ada dalam 

kontrak jual-beli alpalhankam adalah kandungan lokal, alih teknologi, dan 

ofset. 

Pelaksanan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 bukanlah tanpa 

hambatan. Mulai dari kurangnya dukungan dari stakeholder terkait dalam 

pelaksanaan undang-undang, belum adanya komitmen dan konsistensi dari 3 

pilar dalam mengaplikasikan undang-undang, kurangnya dukungan anggaran 

dari pemerintah dalam pengembangan industri pertahanan, pelaksanaan 

transfer of technology yang membutuhkan upaya dan kemauan kuat dari 

seluruh pihak, dan penyiapan sumber daya manusia masih belum menjadi 

fokus bersama/sinergi adalah keseluruhan hambatan sekaligus tantangan yang 
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perlu dihadapi Indonesia. Namun kita tetap perlu senantiasa bergerak 

mengupayakan kemandirian industri pertahanan. Disamping kelima hambatan 

tersebut masih ada potensi-potensi lokal yang dapat dimaksimalkan seperti 

melibatkan industri pertahanan swasta serta merangkul instansi-instansi yang 

turut berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan industri pertahanan. 

Karena hambatan justru membuat kita menyadari tantangan apa yang perlu 

diatasi sehingga kemandirian yang dicita-citakan dapat terwujud. Keserasian 

antara security dan prosperity akan mewujudkan kemandirian pemenuhan 

kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam); 

kemandirian ini kemudian mendukung pelaksanaan politik luar negeri NKRI 

yang bebas dan aktif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Kemandirian Industri pertahanan dibangun dari pemenuhan 

komitmen masing-masing pihak secara konsisten untuk 

meningkatkan kapasitas penguasaan teknologi militer, 

kemampuan ekonomi untuk membiayai produksi dan 

pengembangan, serta kemampuan produksi itu sendiri. Oleh 

karenanya masing-masing stake-holder perlu untuk 

mengevaluasi kontribusi mereka selama ini. 
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2. Perlu adanya pengawasan periodik terhadap pelaksaanaan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

industri pertahanan baik umtuk pengguna, industri pertahanan, 

maupun pemerintah sendiri dengan maksud memastikan bahwa 

undang-undang tersebut dipraktekkan. 

3.  Perkembangan industri swasta dewasa ini, kiranya 

dimanfaatkan pemerintah untuk menjalin kerjasama dan 

mengoptimalkan setiap potensi yang sejalan dengan semangat 

kemandirian industri pertahanan. Dan bukan menjadikannya 

alternatif untuk mencari keuntungan pribadi. 
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